DI LUAR PENGADILAN

Oteh : Drs, Sysufii Syamsuddin, SH, MH

Dalam  perkara perselisihan
hubungan industrial, oleh UUPPHI telah
ditetapkan  tata cara dan  proses
penyelesaian  PPHI. Penyelesaian diluar
“pengadilan  merupakan  tahapan
penyelesaian yang bersifat wajib. Dalam
pelaksanaannya. penyelesaian diluar

pengadilan, secara garis besar terbagi atas

dua bagian besar, yaitu penyelesaian oleh -

para pihak sendiri secara bipartit dan

bagian yang kedua penyelesaian dengan -

bantuan pihak ketiga.

Pertama sekali, para pihak diminta

untukh  senantiasa  mencegah terjadinya

perselissihan  dengan  berbagai  cara,
Apabila setelah pencegahan perselisiban

masih juga harus terjadi, pada tingkat

pertama dirundingkan diantara para pihak =

secara bipartit, yang diatur tata cara dan

lamanya waktu penyelesaian perselisihan.

Kedua. apabila dalam perundingan -

bipartit tidak wreapai- kesepakatan, diatue

tala cara penyelesaian berikutnya. Para

pihak  dapat  melakukan  pilihan

{ melalui arbitrase. atau konsiliasi yang :

| discpakati kedua belah - pihak. sesuai

PENYELESA’AN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL -

" Untuk

penyelesaian selanjutnya. Dapat dilakukan ;

melalui

:déﬁgaﬁ kasus dan kewenangan yang |

diberikan oleh undang-undang.
“hal  kedua  bentuk

penyelesaian melalui  arbitrase  atau

Dalam

 konsilasi dimaksud tidak disepakati, °

. penyelesaian melalui  mediasi menjadi |

penyelesaian yang wajib  ditempuh.
pcﬁ;élesaian' melalui arbitrase :
pada dagami}a ‘tidak dapat lagi digugat . B
melalui I' pengadilan hubungan  industrial,

sedahgkan terhadap penyelesaian melalui

 konsiliasi/mediasi, para pihak yang

keberatan dengan anjuran Konsiliator/

- mediator, dapat mengajukan gugatan ke

muka Pengadilan HI.

A. PENYELESAIAN BIPARTIT
‘Bagaimanapun harmonisnya suatu - |
kadang kala

hubungan, timbulnya - |

perselisihan suka untuk  dihindarkan. " ||

Untuk itu.  pada tingkat pertama. |
penyelesaiannya wajib disclesaikan oleh
para pihak secara musyawarah untuk
mufakat. Penyelesaian perselisiian yang |
terbaik - adalah pehyélés'ai_an oleh para'
pihak yang berselisih sendiri. Karena 1

perundingan, akan  dicapai
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yang paling menguntung- .
kan kedua belah ‘pihak - Oleh karena iitu;

wajib

 penyelesaian

setiap pcrsclisihan yang terjadi,

diupayakan penyelesaiannya terlebih
dahulu

t'.anpa 'dicampuri oleh pihak manapun.

melalui  perundingan  bipartit,
Agar perundingan itu tidak berlarut-larut, .
penyelesaian perselisihan melalui biparlit
dlhdld‘»l \mklunya dilakukan paling Iama

30 hdl‘l kel‘jd bejdk ldnggal dimulainya -

perundingan (Pasal 136 ayst (i) UUKK, dan Pasal

f butir w dan Pusal 3 apat (1) sd (3} UUPPHI).

Apabita dalam jangka waktu 30

| hari, salah satu pihak menolak untuk |

_bt.j_rur)ding. atav  telah  dilakukan

perundingan  tetapi
kesepakatan,

: _perundingan
- dianggap  gagal.

[ bipartit dibuat risalah yang ditandatangani -

“oleh para pihak yang sekurangkurangnya
memuat:
2)
3) pokok masalah/alasan

para  pihak, tanggal dan tempat

perundingan.

kesimpulan/hasil 'perundingan, dan 6) !
tanggal serta tandatangan para pihak (Pasa/ i

6I¢yar (2) UUPPHI). )

Dalam . hal

musyawarah dapat

Bersama (PB) yang ditandatangani. oleh -

| para pihak.
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tidak méncapai :
bipartit
Setiap  perundingan |

1) nama_ lengkap dan alamat .

PB

wajib |
dllaks.anaﬁan oleh para pihak. PB sebagal |

tersebul mt.n;,,ikal ~dan

hasil kesepakatan 'selanjutnya wa“f, |
- didaftarkan “oleh ‘para pihak yang |
~membuat PB, pada Pengadilan H1 di |
%‘_wil_ayah para :pihak mg_r;g_adakan PB,
: akta  bukti

pendattaran

. untuk mendapatkan
Akta bukli.
merupakan bag,lan yang lxdak terpisahkan
dari PB.
Apabila

dllaksanakan

pendaﬂaran

tidak . |
yang |
pihak yang dlruglkan

PB  dimaksud
“oleh  pihak
berkewajlban,
| | dapat ‘mengajukan permohonan’ eksekusi |
kepada Pengadilan HI di w1layah dimana
PB’ didaftar, untuk mendapat penetapan ' |
Apabila |
. berdomisili di luar Peéngadilan HI tempat - :

. eksekusi, pemohon -eksekusi : |

| pendafiaran - PB,  pemohon eksekusi :
i mengajukannya melatui Pengadilan HI di
“untuk - |

yang
- eksekusi -

" wilayah - domisili- pemohon,

. diteruskan- ‘ke  Pengadilan - HI

berkompeten - melaksanakan

_ " (Pasal 7 UUPPHI).
perselisihan, 4) pendapat para _pi_h;ak, 5)

- Khusus dalam kasus perselisihan i
PHK; apabila tidak dapat diselesaikan |
. dengan cara- perundingan, - pengusaha ; |
" hanya dapat melakukan PHK te_rhadapf '

pekerja setelah memperolch penetapan ||
mencapai kesepakatan, dibuat Perjanjian -

PPHI.  Permohonan

penetapan  dilakukan

dari - lembaga

secara terlulis .

dlscrtaa atasan yang menjadl dasar PHK

[ 2% ]



: dan bukti perundingan.

i Penetapan atas permohonan PHK -
* hanya dapat diberikan apabila benar-benar -
b twlah - dilakukan perundingan. dan tidak

|- menghasilkan kesepakatan (Pasaf 151 ayart (2)

| don (3) dun Pasat 152 vUKK).
Dapat terjadi bahwa salah satu :

| pihak tidak bersedia berunding. Dalam

hal ini para pihak dapat melampirkan !
_' bukti upaya perundingan seperti misainya
| . surat _amdau_gan. “pemberitahuan, tawaran.
I konsep bahan perundingan untuk °
- perselisiban kepentinéan. - Sekurang- !
kurangnya upaya itu telah dilakukan
~ sebanyak tiga kali dalam suatu wakitu ;
tertentu, dengan ketentuan tidak lebih dari -
'_ waktu. 30 hari (Pasat 3 avar (3) UUPPHI),
Dengan gagalnya/ditolaknya suatu
~tawaran perundingan, memberikan -hak
kepada pihak lawan untuk melakukan :
" tindakan - untuk menekan pihak lawan. :
| Pekerja dapat melakukan mogok apabila |
| pengusaha . menolak/gagal  berunding,
{ schaliknya pengusaha dapat melakukan
~ penutupan pcrusahaa'n tlock out) dafém
'f . hal pekerja menolak/gagal berunding
| - (Pasat 137 UUKK dan Pasul 146 UUKK).

- B. PENCATATAN PERSELISTHAN
| Tidak selamanya perundingan mencapai '

- kesepakatan, apabila penyelesaian secara.

- musyawarzh untuk mufakat tidak tercapai.

“dengan melampirkan bukti bahwa upaya

telah dilakukan.
Apabila  bukti

- paling lambat dalam waktu tujuh hari

. pengembalian‘berkas. Setelah menerima ' |

;‘peucatatén ‘dari salsh satu “atau para .
. pihak; Stansi ketenagakerjaan setempat, i
' wajib menawarkan kepada para pih‘aké

- melalui arbitrase (untuk  perselisihan
kepentinigan dan antar SP dalam satu -
 petusahaan), atau melalui konsiliasi |
' (untik persetisihan PHK, kepen-tingan
-dan antar SP dalam satu perusahaan) |

' guna memberikan kebebasan bagi pihak

" penyelesaian perselisihan yang mereka

pengusaha  dan/atau pekerja/SP i

selanjutnya mencatatkan perselisihannya

pada instansi ketenagakerjaan setempat
penyefesaian melalui perundingan bipartit

dimaksud tidak : ;"

dilampirkan, instansi ketenagakerjaan

menge-balikan berkas untuk dilengkapi -

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

untuk menyepakati memilih-penyelesaian 5

yang berselisih untuk ~ memilih cara

kehendaki (Pesal ¢ UUPPHI).

| Ap’abila' para  pihak  tidak
menyepakati untuk memilih penyelesaian t
melalui konsiliasi/arbitrase dalam waktu ' {
tujuh hari kerja. instansi ketenagakerjaan 5'
melimpahkan penyelesaian pefselis'ihan'-- 1

nya kepada mediator. dan  penyelesaian
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4§ melalui ‘mediator menjadi  penyelesaian

yvang wajib-ditempuhi (Pasal ¢ avar (4) din Pasal
o: UUPPHI). _ _
. . Khusus penyelesaian perselisihan
hak. UUPPHI tidak memberi ke_wcnangan
| kepada konsiliator/arbiter
" menengahinya,
- menyclesaikan  perselisihan  hak  diluar
kepada

- pengadilan  hanya .diberikan

. mediator.

| C. PENYELESAIAN MELALUI
' . PENENGAH

e

5_ luar pengadilan dengan bantuan pihak

|  ketiga atau penengah., yang dapat dipilih
- olch para pihak yang berselisih dalam

- menyelesaikan  pertikaian

; ~mereka. Dapat ditempuh melalui arbitrase,
“ atau konsililiasi, yang dipilih dengan
* kesepakatan. atau bila tidak tercapai - bersama setclah timbulnya perselisihan, . ff -

. kesepakatan. penyelesaiannya dilakukan

| melalui mediasi wajib.

[ 1. Arbitrase
Arbitrase dalam pengertian - yang

- umum  adalah, penyelesaian

| - perselisihan atau.  perkara

;_ seorang/beberapa orang wasit (arbiter)
 yang dilunjuk. bersama oleh para pihak -
|- yang berperkara. untuk diselesaikan diluar -

1" pengaditan.

INFG HURGM ¥aid Faun vk 1668

~ untyk ;

kewenangan | 1. .2 dinya petselisihan.

Ada tiga pilihan penyelesaian di |

diantara.

Pada dasarnya arbitrase merupakan suatu

prbées' penyelesaian sengketa’ pafé pihak

" yang dilakukan - secara * musyawarah

dengan “menunjuk pihak ketiga sebagai
wasit; yang ditiangkan sebelumnya

dalam pembuatan petjanjian, atau setelah” |

Bentuk penyelesaian perselisihan melalui

arbitrase. dapai” ‘tetjadi.  karena

- sebelumnya tefah dituangkan di dalam
_perjanjian, di mana para pihak sepakat
“untuk - menyelesaikan  sengketa yang -
terjadi-dtantara para pihak yang berjanji,

yahg: rungkin akan timbul di kemudian
hari, - diputuskan - oleh “orang . ketiga, |

" seorang/ ‘beberapa orang arbiter. yang
ditunjuk oleh para pihak yang berperkara - ||

untuk diselesaikan - diluar pengadilan. ]
Pemilihan penyelesaian melalui arbitrase
dapat juga dilakukan atas kesepakatan |

secara, musyawarah menunjuk pihak
ketiga, untuk . membanty  menengahi

_ penyelesaian perselisihan wont Emirzon, 2001,
- Sedangkan pengertian arbitrase menurut

- Undang-undang Arbitrase yang berlaku |

suatu sekarang, adalah cara penyelesaian satu - §

oleh :

perkara 'perdata di luar peradilan umam °
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase '’
yang -dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa ¢ Pasal I ayat (1) UU i l

No.30 Tatun 4999




_ Proses penyelesaian perselisihan
| melalui arbitrase pada umumnya, adalah
| sebagai berikut:

I Arbiter dapat mendengar keterangan
setiap orang untuk hadir, setelah
dipanggil dengan patui; |
Arbiter dapat menunjuk seorang/para
ahi,
menerima

menetapkan  syarat-syarat,
laporannya
mendengar keterangan mereka;
Arbiter  dapat memutuskan  perkara
berdasarkan dokumen yang ada saja.,
jika  para - pihak  mengusulkan/
menyetujui;

Jika salah satu pihak, meskipun telah
'dipanggil, tidak "hadir tanpa alasan -
yang _.sah,
pemanggilan tersebwt cukup, arbiter

jika arbiter merasa

mempunyai  kewenangan  untuk
melanjutkan arbitrase, dan
persidangannya' dianggap  telah
* dilaksanakan dengan kehadiran semua -
pihak: |
Menentukan bahasa yang
* dipergunakan dalam arbitrase, dengan
keadaan,
~Khususnya bahasa perjanjian yang -
dibuat: -
Memiliki kewenangan penuh untuk

memperhatikan - semua

menden:gar semua pihak. Kecuali
dengan persetujuan arbiter dan para
~ pihak, pihak yang tidak terkait dengan
 perkara tidak boleh hadir (tertutup).

dan/atau -

7 - langka waktu penyelesaian dilakukan ;

~ dalam 6 bulan, bila semua persyaratan

- telah dipenuhi. Jangka waktu tersebut | '
terhitung sejak - tanggal :

penandatanganan oleh arbiter  atau

dokumen para pihak:

Keputusan arbiter bersifat final dan

mengikat.

Terhadap putusan arbitrase dapat

- diajukan permohonan pembatalan. oleh 3

para pihak, apabila putusan arbiter diduga
mengandqu;unsur.-unsur sebagai berikut:

1. Surat/dékumen yang diajukan dalam

- pemeriksaan, “setetah

diakui

putusan -
diajukan,
palsu;

. Setelah- putusan diambil ditemukan

palsu/dinyatakan .

dokumen yang bersifat menentukan, |
yang disembunyikan oleh pal_'a. pihak -
lawan;

. Putusan diambil dari hasil tipy
mustihat yang dilakukan oleh salah |
satu  pihak dalam - pemeriksaan |
sengketa (VU No. 30 whin 1999 Pasal 70). .

Permohonan  pembatalan putusan {

‘arbitrase diajukan secara tertulis dalam . |

jangka waktu paling lama 30 hari ‘|

térhituhg sejak  hari penyerahan dan |
pendaflaran putusan arbitrase kepads

Panitera  Pengadilan  Negeri (PN).: :

" putusan

Permohonan pembatatan

arbitrase disjukan kepada KewaPN.
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[ Apabita . permohonan

pembatalan

dikabulkan. Ketua PN menentukan ‘lebih

§ lanjut akibat pembatalan scluruhnya atau
| sebagian putusan- arbitrase, Putusan atas

{ permohonan pembatalan ditetapkan oleh

Ketua PN dalam wakiu paling lambat 30
hari  sejak  permohonan - diterima.
Terhadap keputusan PN dapat diajukan
permohonan banding ke MA  (Pasat 71 dun
7200 No. 30 Tahin 1999)

© Dalam penyelesaian perselisihan

melalui- arbitrase untuk perkara PPHI,

| - berbeda dengan tata cara penyelesaiafinya

- dari ‘ketentuan “arbitrase yang berlaku

umum {Undang-undarig Nomor 30 Tahun
1999, Dalam bchcrdpd hal diatur secara
lersend’/ i menyimpang dari ketentuan
a_rbltrase umum. Misalnya dalam arbitrase
PPHI. pengajuan pémbatalannya Iaﬁgsung
kepada MA, sehmgga tidak ada Iagl

upaya kasasi.

Kewenanban arbitrase perselisihan
HI hanyalah menycelesaikan pcrselmhan
kepentingan. dan perselisihan antar SP
hanya dalam satu perusahaan saja.

Penyelesaiannya di luar
. ] lnduslrlal

Pengadilan  Hubungan

| dilakukan me!dlul kesepakalan terlulls

dart para pihak vang berselisih untuk

menyerahkan  penyelesaian  perselisihan

kepada arbiter yang putusannya mengikat

para pihak dan bersifat final.

I R 9510 FARUA Vi 2004

- “Atbite adalah’ seorang atau lebih

yang dipilih: oleh para pihak  yang

berselisih 'dari daftar -arbiter yang
ditetapkan . oleh - Menteri untuk -
memberikan _putusan. mengenai -

perselisihan kepentingan. dan perselisih- *

an antar SP/SB hanya dalam satu

perusahaan yang . - . diserabkan
penyelesaiannya . melalui  arbitrase.
Putusan - arbitrase mengikat para pihak

dan bersifat final (o 1 busir 15 dun 16 CUPPHY

a.. :Tuga;dan Wewenang

] Pokok ~perkara yang  dapatl’
dlmmlakan penyelesaian. melalui  jasa - i
abitrase, hanya untuk sengketa. mengenai
perselisihan kepentingan dan perselisihan
antar SP-dalam satu perusahaan saja (Pasal
29 UUPPHI). -

Arbiter . yang berwenang

menyelesaikan -perselisihan - hubungan
industrial - adalah = arbiter yang telah [

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi {Menakertrans).
Sedangkan wilayah kerja arbiter adalah
di seluruh wilayah Indonesia.

_ PPH! melalui arbiter dilakukan
atas dasar kesepakatan para pihak yang ' [f
berselisih. Kesepakatan para pihak yang -
bersetisih dinyatakan secz_;r;l_ tertulis |
dalam .surat perjanjian arbitrase. dibuat
rangkap- tiga. dan masing-masing pihak
mendapatkan  satu- yang. mempunyai

kekuatan hukum yang sama.




Surat perjanjian
dimaksud, sekurang-Kurangnya memuat:
1} nama  lengkap dan  alamat/tempat
kedudukan para pihak yang berselisih, 2)
pokok-pokok persoalan ‘yang menjadi

| . arbitrase untuk disclesaikan dan diambil

yang
disepakati, 4) pernyataan para pihak yang

put'us.an~ 3) jumlah arbiter
berselisih untuk twaduk dan menjalankan
keputusan arbitrase:  dan 5)  tempat,
t_aﬁggal pembuatan surat perjanjian, dan
- tanda tangan para pihak yang berselisih
- (Pasal 32.UUPHI).

. Dalam hal para pihak
para pihak berhak memilih arbiter dari
daflar arbiter  Yang ditetapkan oleh
Menteri. Para pihak yang berselisih dapat
tunggal/beberapa

menunjuk  arbiter

arbiter (majelis) datam' jumiah gasal

hal para pihak sepakat untuk menunjuk

arbiter  tunggal, para pihak sudah

mencapai  kesepakatan  dalam  waktu
si:lamhahlambaln)a Ctujuh  hari kerja
tentang nama arbiter dimaksud. Apabila
para pihak sepakat untuk menunjuk

majelis arbiter dalam - jumiah gasal,

seorang arbiter dalam waktu selambat-
| - lambainya tiga hari kerja. sedangkan
arbiter ketiga ditentukan oleh para arbiter

arbitrase

perselisihan dan yang diserahkan kepada

~melakukan arbitrase terhadap perkara
telah - -

menandatangani surat perjanjian arbitrase, -

sebanyak-banyaknya tiga orang. Dalam

- akan diberikan,
Arbiter yang menerima
- penunjukan  sebagai arbiter, secara |

“yang  berselisih.  Isinya
" kurangnya memuat

masing-masing pihak berhak memilih .

yang ditunjuk dalam waktu selambat-
lambatnya tujul  hari  kerja untuk
diangkat  sebagai  Ketua  Majelis

Arbitrase.

Penunjukan  arbiter dilakukan
secara tertulis. Apabila para pihak tidak |

sepakat untuk menunjuk arbiter baik
beberapa - arbiter
atas

tunggal  maupun
(majelis) dalam jumlah- gasal.
permotionan salah satu pihak  Ketua
Pengédilan dapat men'gangka!_arbiler duri |
dafiar arbiter yang ada. Seorang arbiter

yang diminta_oleh para ‘pihak untuk

diantara mereka yang berselisih. wajib -
memberitahukan kepada para pihak -
akan

te'ntang hal yang mungkin

mempengarubi  kebebasannya  atau

menimbulkan keberpihakan putusan yang

tertutis memberitahukan kepada para
pihak mengenai pénerimaanya.

Kemudian membuat pcrjanjian
penunjukan arbiter dengan para pihak |
sekurang- |
hal-hal  sebagai . |
berikut: 1) ‘lengkap - dan
alamattempat kedudukan para pihak |

nama

yang berselisih dan arbiter, -2) pokok-

pokok - perscalan  yang  menjadi
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arbller unluk dlsclesalkan dan dlambll

kcpulusan 3) Dbiaya arbitrase dan

honorarium arbiter, 4) pernyataan para

pihak yang berselisih untuk tunduk dan |

menjalankan  Keputusan  arbitrase,  5)
lempat, | tanggal  pembuatan  surat

perjanjian. dan. tanda tangan para pihak
yang berselisih dan arbiter. 6) pernyataan
arbiter/para arbiter untuk tidak melampaui
kewenangannya  dalam
perkara yang ditanganinya. dan 7) tidak
mempunyai hubungan  keluarga
sedarah/semenda sampal den;_.an derajat
kedua dengan salah st pihak yang

bersellslh —

\

Dalam hal arbiter telah menerlma _

' mengajukan penjelasan tambahan secara : |
penunjukan dan menandatangam surat - Bajukan penjelasan famoa . -

perjanjian. yang bersangkutan tidak dapat
menarik  diri. kecuali .atas_i: persetujuan
pdra pihak. IArbilcr yang akan menarik
diri. |
tertulis kepada para pihak. Apabila. para

mengajukan permohonan  secara

pihak menyetujui permohonan penarikan

diri dimaksud. yang bersangkutan dapat
diﬁcba:ékan dari .lugas._sebagai arbiter
dalam. penyelesaian  kasus  tersebut.
Sepala biaya yang dikeluarkan berkaitan
dengan perjanjian - penunjukan arbiter

sebelum perjanjian tersebut dibatalkan
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IIIDICI‘;N;.‘liSih’dn dan yaﬁ;, -diserahkat.'!.l;épéda. tldak dapdl dlmmla kt.mbdll oleh para

yang
pcrdamatan 5abai arbllerfmaJeIn. arbiter |

penyelesaian |
 masing serta mengajukan bukti yang

per:ihtah lembur- dan _ dilakukan

p;hak (Pasal 4; avat m uuppm)

b. Proses Penyelesalan

. PPH1 oleh arbner diawali dengan ]
upaya mendamaikan kedua belah pihak_§
berselisih. Apabila upaya

meneruskan sidang arbitrase. Dalam

"pemdangan arbitrase para pihak dlberl
'kesempatan untuk menJelaskan secara
tertulis maupun lisan pendlrlan masmg- -.

d:anggap perlu “untuk  menguatkén

pendlrlannya dalam jangka wakiu yang

il fetapkan oleh arbiter/majelis arbiter.

Arbiter/majelis  arbiter * berhak

meminta kepada para pihak untuk

tertubis,  dokumen/bukti . lainnya yang - |

- dianggap. perlu dalam jangka waktu yang
“ditentukan oleh “arbiter/majelis: - arbiter.
“Yatig dimaksid  dengan “membukakan

“buku dan mempetlihatkan  surat-surat,

misalnya  buku tentaﬁg upéhfsuraf:

oleh "}
orang yang ahli soal pembukuan yang
ditunjuk.oleh arbiter (Pusar ¢3 vuprmy)

- Dalam  menjalankan  tugasnya,

- Arbiter/majelis arbiter -dapat ‘memanggil
- saksi/saksi

oleh arbiter/majelis arbiter, biaya tersebut ; Koterangannya.

ahli . untuk  didengar |



i perjanjian

Sebelum memberikan keterangan, -
- arbiter/majelis arbiter dilakukan secara

para saksi/saksi ahfi wajib mengucapkan
sumpah/janji sesvai dengan agama dan
kepercayaan masing-nﬁasing. Biaya
pemanggilan dan perjalanan rohaniawan
- untuk

melaksanakan  pengambilan

sumpah/janji terhadap saksifsaksi ahli
“kuasa yang diberikan oleh pihak yang

dibebankan kepada pihak yang meminta.
Biaya pemanggilan dan
yang meminta. Biaya pemanggilan dan
perjalanan saksi/saksi ahli yang diminta
oleh arbiter dibebankan kepada para
5 _' pihak (Pasat 46 CUPPIY

Arbiter wajib menyelesaikan PHI

| dalam waktu sclambat-lambatnya 30 hari - _
. pihak yang berselisih/ kuasanya tanpa

kerja  sejak  penandatanganan  surat

i pengganti  mensndatangani  perjanjian

| arbitrase.

Pemeriksaan atas perselisihan

penunjukan  arbiter.

kesepakatan  para  pihak,

" berwenang untuk memperpanjang jangka

{ waktu PPHI satu kali. selambat-lambatnya

14 hari kerja.

tertutup  kecuali

. déngan . surat

perjalanan
- seseorang/lebih selaku kuasanya untuk

saksi/saksi ahli dibeb kepada pihak
saksi/saksi ahli dibebankan kepada pi mewakili

arbiter

L o

Pemeriksaan ~ PHI oleh -

pikak  yang |

para
berselisih menghendaki lain. . Dalam

sidang arbitrase, para pihak yang

berselisih dapat diwakili oleh kuasanya

kuasa khusus.

dimaksud surat kuasa khusus adalah,
berselisih. sebagai pemberi kuasa kepada
untuk

pemberi  kuasa

;meiakukan_' - "perbuatan  hukum  dan -
' tindakan lainnya yang berkaitan dengan * |

perkarafiya yang dicantumkan secara
khusus dalam surat kuasa (Pasat 40.dan Past |
42 UUPPH). E
Apabila pada’ hari sidang para |

“suatu alasan yang sah tidak hadir, '

 perjanjian penunjukan arbiter. Dalam hal walaupun telah dipanggil secara patut.'i :

' terjadi penggantian arbiter, jangka wakiu . arbiter/majelis arbiter dapat membataikan : 1

30 hari Kkerja dihitung scjak arbiter

perjanjian penunjukan arbiter dan tugas
arbiter/majelis arbiter dianggap selesai.

~Apabila pada hari sidang pertama dan §
dimulai | Sidang-sidang  selanjutnya salah satu |
. ] T al _

datam waktu selambat-lambainya tiga hari . plhak/ku_asanya .anpa suat alas?n ygng _
, , | sah tidak hadir walaupun untuk ity telah -
' kerja setefah penandatanganan surat | | , . .
"~ ! dipanggil secara patut, yaitu para pihak ! |

Atas - '

telah dipanggil berturut-turut sebanyak  §
tiga kali, setiap panggilan masing-masing g |
dalam waktu tiga hari. arbiter/majelis

arbiter dapat memeriksa perkara dan - |
" menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran
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| salah satu pihak/kuasanya (Pasat 43 ayar (1)
| dan (2 vUPPHI, __ |
Terhadap kegiatan dalam

pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat

berita acara  pemeriksaan cleh

perundang-undangan-  yang  berlaku,

| Kepentingan umum (Pusat 49 vUPPHI.

I PPHI' melalui  arbitrase  yang  telah

diajukan pembatalan kepada MA (Pasat 51

LUPPHI)

I < P.éma'r'lggilan S;i(\si.

keterangannya oleh arbiter/majelis’ arbiter

memberikannya, termasuk  membukakan

buku dan memperlibatkan  surat-surat

. yang diperlukan, Dalam hal keterangan

- sebagaimana  diatur  dalam  peraturan

pg:-"rundang-undangan yang berlaku. |
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| - arbiter/majelis arbiter. Putusan Sida"géﬁro's'edur yang ditentukan. Untuk itu |

arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan

dilakukan berdasarkan kesepakatan para
K pihak, tidak dapat diajukan gugatan ke |
Pe_hgadilﬁn Hubungan Industrial, karena
| putusan arbitrase bersif'at akhir dan tetap, |

kecuali dalam hal-hal tertentu dapat : arbiter/majelis arbiter.

I yang diperlukan oleh arbiter _terkait:

I dengan seseorang yang Karena jabatannya il
| menjaga kerahasiaan, ditempuh prosedur - untuk-mendapat penetapan eksekusi, 3)
- dalam hat pemohon eksekusi berdomisili-

“tempat pendaftaran Akta Perdamaian,

" Gleh karena pada jabatan-jabatan tertentu

' bérda-sérkan peraturan perundang-

undal\ng'an' | menjaga  kerahasiaannya,
permintaan keterangan kepada pejabat

dimaksud sebagai saksi ahli mengikuti

arbiter - wajib merahasiakan  semua

_keterangan ‘yang diminta dari pejabat
perjanjian.  kebiasaan, keadilan - dan - :

dimaksud (Pasar 47 UUPPHI).

d. Penyelesaian dengan Kesepakatan

“Apabila  perdamaian  tercapai,
arbiter/majelis - arbiter membuat - Akta
Perdamaian yang ditandatangani oleh
para pihak yang _ berselisih  dan

_ - Akta Perdamaian dirhaksud
didaftarkan di Pengadilan HI di wilayah

“arbiter  mengadakan  perdamaian. ||
) Pendaftaran Akta Perdamaian dilakikan -
Siapa saja yang diminta - Sebagai “berikut: 1) Akta Perdamaian
. yang telah didafar diberikan akta bukti

| ; dan i
guna penyelidikan untuk PPHI, wajip | Pondafiaran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian,

~2) apabila Akta Perdamaian  tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak.

pihak yang dirugikan dapat mengajukan

permohonan eksekusi kepada Pengadilan
Hf di wilayah Akta Perdamaian didaftar

di luar wilayah hukum Pengadilan HI

10




g perjanjian,

‘pemchon
" mengajukan  permohonan  eksekusi
ticlalui  Pengadilan  HI di  wilayah
eksekusi  untuk
Hl yang

melaksanakan  eksekusi

| -domisiti  pemohon
~ diteruskan ke Pengadilan

berkompeten

 (Pusal 44 VUPPHI).

: e l{eputusah Arbitrase

Putusan sidang  arbitrase

| ditciapkan  berdasarkan  peraturan
| p'e'ruhda.ng-undangan yang  berlaky,
' kebiasaan, keadilan dan
i k'ep_eminga'n umum. Putusan arbitrase
memuat:

I} kepala putusan yang berbunyi "DEMI
! KEADILAN - BERDASARKAN
| KETUIANAN YANG MAHA ESA”, 2)
nama lengkap dan alamat arbiter/majelis
arbiter, 3) nama lengkap dan alamat para

: pihak, 4) hal-hal yang termuat dalam

| surat perjanjian yang diajukan oleh para -

| pihak yang berselisih, 5) ikhtisar dari
. tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih
-para’ pihak yang berselisih, 6)
| yang
putusan, 7) pokok putusan, 8) tempat dan

lanjw
pertimbarigan menjadi  dasar
| tanggal putusan, 9) mulai berlakunya
10)

- arbiter/majelis arbiter.

L - putusan, ~ dan tanda

eksekusi  dapat

tangan /

Tidak dilandatangadinya putus'an'é

arbiter oleh salah seorang arbiter dengan 1
dlasan  sakit/meninggal dunia, tidak
-mempengaruhi kekuatan be'rlakunyé
putusan. Alasan tentang tidak adartya
tanda tangan dimaksud  dicantumkan |
~dalam  putusan.  Selanjutnya  datam | ._
putuﬁan arbitarse, ditetapkan bahwa | §
14

putusan tersebut sudah dilaksanakan, g

 selambat-lambatnya hari  kerja ||
Putusan arbitrase mempunyai kekuatan
hukum yang mt;ﬁgikat terhadap para pihak
yang berselisih dan merupakan putusan -
“yang bersifat akhir dan tetap. '_Upayaé
" hukum melalui permohonan pembatalané
.- d'ima_ksu'dkan untuk memberi kesempaian !
kepada pihak berselisih yang dirugikan
(Pasal 39 vuPPHY |
Arbiter/majelis arb'ite.r tidak
dapat dikenakan tanggung jawab hukum ' [I
“apapun atas segala tindakan yang A
diarhbil_ selama proses pe_fsidanghn
berlangsung  untuk .menjalankan
fungsinya sebagai arbiter/majelis arbiter, 1
kecuali dapat dibuktikan adanya itikad
tidak baik dari tindakan tersebul (Pasat 54 |
UUPPHI). |
" f. Permohonan Pembatalan |
Karena PPHI melalui _arbitraseé |

dilakukan berdasarkan kesepakatan para | |
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|3 kcpada MA  dalam

'pihal_i. _putusa'n ;irbilrase '
ke

Putusan arbitrase

diajukan  gugatan Pengadilan

Hubungan Industrial.
i . bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam
| hal-hal

tertentu. dapat

'8 pcmbalalan ke Mahkarnah Agung

Salah satu plhak dapal

- mengajukan  permohonan pembata!an

wakty selambat-

Iambatnya 30 hari ]cerja' se_jak

_ dlteiapkannya putusan afbiter_;

__f Permohonan itu dépat

k- di.la:k.ukar'l.

pembatalan
putusan diduga

o)
diajukan

apabila
: méhgandungl' ' unSur-unsur:
-. yang
pemerlksaan setelah putusan dualuhkan
palsu. 2)
ditemukah dokumeh

ddkumen dalam
duakmz’dmyatakan
g putusan diambil
i yang  bersifat

disembunyikan

menentukan,

oleh pihak lawan,

" 3) putusan diambil dari tipu muslihat

~ yang dilakukan oleh salah satu plhak
dalam  pemeriksaan peréelisiha'ri.‘w
: putusan melampaui kekuasaan arbiter HI,
' dan '5) putusan bertentangan dehgan

_ peraturan perundang-undarngan (Pasal s2:

wrat (1) UUPPHI)
Patam hal permohonan dimaksud

© pembatalan baik  seturulnya/sebagian

| putusan arbitrase.

tidak dapat

diajukan :

su rav’ :

setelah_ :

yang |

4)
. $1 UUPPHI). -
. i 2. Konsiliasi-

an dalam waktu sclani_bat-lambalnya 30

- hari

permohonan pembatalan (Pasat 52 ayar (2 ' |

: dan Posal 53 UUPPHI).

.2 Pelaksanaan Pumsan

Putusan_arbitrase yang tetah dltelapkan

- oleh arbiter, selanjutnya dldaﬁ;arkan di

Pengadilan Hi di  wilayah arbiter

- menetapkan putusan. Dalam hal putusan : ff’

MA memutuskan permohonan pembatal- ||

kerja terhitung sejak menerima - (|

arbitrase tidak diiéksanakan oleh salah : f:
' satu plhak plhak yang dlrugtkan dapat d

: mengajukan pennohonan f' at eksekusi di

: mellpull tempat kt.dudukan pihak terhadap

siapa putusan itu dijalankan, agar putusan

dimaksud
selambat-lambatiya’ 30 hari
“tidak

deigan memeriksa:

Pengadllan HI yang daerah hukumnya" iy

diperintahkan untuk dijalankan. Perintah® [}
~diberikan dalam ‘waktu . :
kerja |
didaflarkan - pada |
Pariitera - Pengadilan Negeri - seternpat |

“alasan/ -

. pertimbangait dari putusan arbitrase (Pasaf -

_ Perselisihan

kepentingan,

" perselisihan PHK, atau perselisihan antar

- dikabulkan. MA’ menetapkan akibat dari®

5 dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas - E

kesepakatan kedua belah plhak

dicatal pada instansi. ketenagakerjaan, | '




"a. Tugas dan Wewenang
UUPPHI
keterlibatan masyarakat dalam PPHI,

mengakomodasi

antara lain melalui pemberian kesempatan

 untuk menjadi konsiliator dalam PPHI

. melalui proses konsiliasi.

. apabila tidak - tercapai

Konsiliasi -

hubungan industrial adalah penyelesaian -
_ (Permengkertrans No. PER-1O/MEN/V/20035).

perselisihan  kepentingan, perselisihan

* PHK. atau perselisihan antar SP dalam _ - . |
" b. Proses Penyelesaian

salv ~ perusahaan, melalui musyawarah

yang ditengahi oleh konsiliator yang

netral (Pasat 1 butir 13 UUPPHI).

Konsiliator adalah pejabat yang :

memenuhi syarat-syarat

konsiliator yang ditetapkan oleh Menteri. -

- Konsiliator terdaftar  dan

| ketenagakerjaan.

{  Tugas konsiliator adalah melakukan

konsiliasi dan apabila tidak dapat

~ diselesaikan  secara  musyawarah,

w,

'~ 2) mengatur dan memimpin perundingan, "
3)
bersama. apabila tercapai

membantu  membuat

perjanjian
kesepakatan,
4) membuat anjusan secara tertulis,

kesepakatan -

penyelesaian, 5) membuat risalah PPHI, J-

6) membuat laporan hasil PPHI

Penyelesaian melalui konsiliasi -
pihak

mencacatkan  perselisihannya  kepada 3

dilaksanakan. ~ setelah  para

sebagai instansi-- ketenagakerjan setempat, dan * |

setelah  menerima  saran  pejabat ;

memiliki ' ketenagakerjaan setempat, para pihak :

legitimasi oleh Menteri/Pejabat instansi ii:sepakat

| melalui konsiliasi,

- b

Pemilihan konsiliator dilakukan  dari ||

daftar nama Kkonsiliator yang dipasang. I

i dan diumumkan pada kantor instansi

- memberikan anjuran tertulis kepada para .

" pihak yang berselisih
menyelesaikan perselisihan kepentingan,
perselisihan PHK, atau perselisihan antar

SP/SB dalam satu perusahaan (Pasal | budir
14 dun Paxal 19 ayet (3} UUPPHI).

dalam |

ketenagakerjaan setempat. Permintaan [§

penyelesaian melalui Konsiliator yang |

. dipilih oleh para pihak dilakukan dengan I

;kesgpgkatan tertulis.

Penyelesaian

- perselisihan melalui konsiliasi dilakukan - |

"oleh konsiliator yang terdaflar pada

Datam menjalankan tugasnya. konsiliator :

berkewajiban untuk: 1) memanggil para

?__pihak yang berselisih untuk  dapat

i

kantor instansi ketenagakerjaan -
Kabupaten/Kota (Pasal 17 dan 18 UUPPHI).

Setelah menerima  permintaan : ff

didengar  keterangan yang diperlukan, - penyelesaian perselisihan secara tertulis
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i" dari.para pihak, konsiiiator yang &ii’ﬁr’xju’k"% o

_dan disepakati oleh para pihak segera: 1) |

' mencatat dalam buku yang dibuat. khusus

[ untuk ity, 2)-melakukan penelitian berkas .

perselisihan termasuk risalah perundingan
I bipartit. -3} melakukan . sidang konsiliasi
| paling lambat tujuh hari kerja setelah
" menerima permintaan penyelesaian secara

tertulis. 4) memanggil para pihak secara

§ tertulis untuk menghadiri sidang dengan
- konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis

waktu panggilan

konsiliasi

t mempertimbangkan

! sehingga  ‘sidang dapat

. dilaksanakan selambat-lambatnya” tujuh

- hari kerja sejak 'menerlmg penyerahan f selambat-lambatnya 10 sepuluh hari kerja 1

|- penyelesaian perselisihan.

| Dalam melaksanakan Konsiliasi,
_ diupayakan  penyélesaian
secara musyawarah untuk mufakat.
© Apabila

chéﬁzikélan

konsiliasi  mencapai
membantu  membuat .F‘"B
: secara tertulis, yang ditandatangani oleh
' para plhak

dan disaksikan

pihak untuk mendaftarkan PB yang telah o0

ditandatangani. ke Pengadilan H1 pada PN -

setempat, untuk mcndapalkan akta bukti

pendaﬂaran

| jnsa kuasa hukum dalam sidang konsiliasi, ~gejg)
mhk}i' pihak yang menggunakan jasa kuasa dxtandatangam oleh para pihak dan : | f

hukum tersebut, harus tetap hadir.
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perselisihan kéhada para pihak.

difyatakan secara  tertulis.

* konsiliator sebagal saksi.

dengan - - mempertimbangkan

~ Apabila para pihak telah dipanggil - |

wakty - !

penyelesaian ternyata pihak -pemchon -

tidak hadir; maka konsiliator melaporkan -

kepada- instansi ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota setempat ‘untuk dihapus

- dari buku perselisihan. -

mempertimbangkan

waktu -penyelesaian.

" Apabila para pihak telah dipanggil dengan

ternyata pihak termohon tidak hadir, maka .

- berdasarkan data vang ada. Demikian pula

untuk penvelesalan persehsuhan ‘yang tidak

rnencapax kesepakatan, dalam  waktu

mengeluarkan = anjuran secara

; se]ak eudang konsrlla5| pertama, konsmator

tertulis - §

Bagi pihak yang tidak menjawab’

anjuran secara’ tertulis dalam waktu 10

hari’ kérja sejak  anjuran  tertulis

bukii perselisihan bahwa perselisihan

dapat  diselesaikan

' dikeluarkan, dianggap menolak anjuran, : ||
| “oleh selanjutnya konsifiator mencatat dalam °
I konsiliator. Kemudian memberitahu’ para :

" melalui - §

konsiliasi, Anjuran yang disetujui yang '

“konsiliator

sama selambat-lambatnya 3 hari kerja_;

" anjuran disetujui,

14

| ' fmcmbantu pembuatan perjarulan ber_ :'
Bagi pihak yang menggunakan |

untuk




| Apabila ‘dalam mengeluarkan anjuran,

konsiliator mengambil pertimbangan dari

keterangan yang harus

menurut permintaan pemberi keterangan,
maka dalam anjuran Konsiliator cukup

- menyatakan  kesimpulan . berdasarkan
keterangan yang harus dirabasiakan dalam
dibuatkan

pertimbangannya.  Hasilnya

risalah penyelesaian
Konsiliator  menyelesaikan
dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari
sejak
penyelesaian

kerja  terhitung

permintaan perselisihan.
Semua hasil akhir konsiliasi

risalah penyelesaian perselisihan

| perselisihan.  (Pasaf 20 don 25 UUPPHL, jo.

Permenu-kertrans No. PER-TU/MEN/V/2005).
akhir
penyelesaian

Semua  hasil

di(_;uatkan risalah

perselisihan. (Pasal 20 dan 25 UUPPHI, Jo. |

Permena-kerirans No. PER-T/MENA 2088},

¢. Pemanggilan Saksi

Dalam menjalanakan tugas dan :
fungsinya, konsiliator dapat memanggil permintaan keterangan kepada: pejabat * |
saksi/saksi ahli untuk hadir dalam sidang :
konsiliasi dan mediasi guna diminta dan :

didengar keterangannya. Saksi/saksi ahli .

vang memenuhi  panggilan, berhak

menerima penggantian biaya perjalanan

dan akomodasi yang besarnya ditetapkan '

dengan Keputusan Menteri (Pasot 21
UUPPHI).

dirahasiakan °

perselisihan. .
tugasnya !

menerima

dibuatkan :

konsiliasi

Siapa saja yang diminia keterangannya
oleh Konsiliator, guna - penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, wajib
memberikan  keterangan - termasuk - '
membukakan buku dan memperlihatkan ;
surat-surat  yang . diperlukan. \‘_’angE |
- dimaksudkan dengan membukakan buku
dan memperlihatkan sural-surat adalah,

antara lain buku tentang ubah, surat - {§
perintah lembur, yang dilakukan oleh

orang yang ditunjuk konsifiator. Dalam ;

hal keterangan yang diperiukan oleh ' [f
~ konsiliator terkait dengan seseorang . 1
yang .- karena jabatannyé menjagq l |

kerahasiaan, _ d.iternpuh . p'rosedurl
sebagaimana diatur dalam peraturan ; |
yang berlaku. - §

Konsitiator wajib merahasiakan semua

. perundang-undan gan

i keterangan  yang  diminta,  apabila ® |
 keterangan itu’ seharusnya dirahasiakan. : |
Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu
perundany-

berdasarkan  peraturan

undangan

dimaksud sebagai saksi ahli mengikuti - |
- prosedur  yang  ditentukan. - Contoh, |
. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971° |
Pokok

dalam  hat

tentang - Ketentuan-ketentuan

Kearsipan. Contoh lain,
. seseorang meminta keterangan tentang | |

 rekening milik -pihak lain -akan dilayani ' |

ioleh'pejabat bank apabila telah ada ijin .

menjaga kerahasiaannya, . {
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i - tuar

| dimaksud.

[ dari Bank Indonesia. atau dari pemilik yang

berkompeten  melaksanakan - |

| rekening yang bersangkutan (Pasar 22 UUPHI - ekseKusi (Pusat 23 ayar (1) dun (2) UUPPHI),

| — No. 10 Tuhun 1998).

UUPPHI  tidak
- saksi-
diberikan dibawah sumpah sebagaimana

mensyaﬁatkan

keterangan dalam 'konsilia51

{ dipersyaratkan terhadap saksi di dalal‘ﬂ:: '

proses arbitrase.

Pendaftaran PB dilakukan sebagai - |

. berikut;

~d. Penyelesaian Dengan Kesepakatan * .

Apabila  tercapai

' penyelesaian metalui konsiliasi,

disaksikan oleh konsiliator dan didafiar di

Pengadilan H1 di wilayah hukum pihak- . 3.

pihak PB
- mendapatkan  akta  bukii

PB di

mengadakan

: J l_’endaﬂarah Pengadilan

kesepakatan =
dibuat '

- PB yang ditandatangani oleh para pihak, .
. Ui

untuk °
pen_d'aﬁaran, :
HL !

5diber_ikan akta bukti - pendaftaran dan |

“ merupakan bagian yang tidak terpisal__ilgan
| dari PB. Apabila PB dimaksud tidak

dilaksanakan. pihak yang dirugikan dapat

“mengajukan permohonan  eksekusi

di

| Pengadilan HI di wilayah PB di daftar:

f untuk mendapat penetapan eksekusi. Bagi '

. pemohon eksekusi yang berdomisili di’

-wilayah- hukum Pengadilan
pemochon
- mengajukannya  melalui

| Hubungan Industrial di witayah domisiti

Hi
- dapat

- Pengadilan

1. -PB yang telah didaftar diberikan akta '
- bukti’
bagian yang tidak terpisahkan dari | [}
PB: N
. Apabila  PB tidak ° §
* dilaksanakan -oleh salah satu pihak, ;
- pihak  yang .
merfgajukan pérmohonan eksekusi di | |
' 'Pengadllan HI di witayah PB di dafiar I

pendaftaran dan  merupakan”. [f

- dimaksud

 dirugikan  dapat

htuk mendapat penetapan eksekusi:
Apabila

berdomisili ‘di luar wilayah hukum

pemohon eksekusi 5
_Pcngadiléh H! tempat pendaftaran PB. .
" pemohon eksekusi dapat mengajukan |
| pérﬁmohonan eksekusi 'rhélallui .
Pengadxlan HI d1 wulayah domisili
pemohon eksekus: untuk dlteruskan
ke Pengadilan HI yang berkompeten 3
"melaksanakan eksekusi {Pasal 23 ayut (3)
VUPPHI).

UUI5PHI tidak mengatur bentuk tertenty |

dari PB yang akan dibuat sebagai hasil ||

yang

musyawarah
kesepakatan. Dalam hal ini. dapat - §

Q_dlpedomanl bemuk nsalah perundlngan a

B pemohon, ‘untuk diteruskan kepada PN ;_Yﬂng d'““‘" dalam UUP PH]

!
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melahirkan |



* sekurang-kurangnya memuat: |) nama

" Dalam membuat risalah ;jcftiﬁ_cl_ingar_x “tertulis  disetujui, - konsiliator

- selésai membantu para pihak membuat

* lengkap dan alamat para pihak. 2) tanggal .

| den tempat perundingan,

3) pokok

masalal/alasan perselisihan, 4) pendapat .

t ~para  pihak, 3)

~ perundingan, dan )

( tandatangan para pihak yang melakukan

tanggal serta
* perundingan (Pusal 6 UUPPHI).

e, ‘Anjuran Tertulis

Apabila
tidak  tercapai

penyelesaian  melalui
" konsiliasi
konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis,
. dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari

- kerja sejak sidang konsiliasi pertama.

kesimpulan/hasil -

PB didafar  di
Pengadilan HI di wilayah pihak-pihak
mengadakan PB. untuk mendapatkan akta

untuk  kemudian

bukti pendaftaran (Pasot 23 ayer () UUPPAI).
f. Pengajuan Gugatan

Anjuran tertulis yang ditolak oleh - |
salah satu pihak/para pihak.  dapat

dilanjutkan penyelesaian perselisihannya

- ke Pengadifan HI setempat. Penyelesaian |

kesepakatan,

sclanjutnya -+ dilaksanakan.

" pengajuan g'itﬁa;an oleh salah satu pihak. - I

.' dengari ditampiri risalah bukti perunding- . |

: an dan hasil konsiliasi (Pasal 24 UUPPHY).

Anjuran tertulis tersebut memuat: |

1) keterangan pekerja atau keterangan SP,

{ 2) keterangan pengusaha, 3) keterangan -

| saksi/saksi  ahli  (apabila  ada),

- pertimbangan  hukum dan  kesimpulan |

konsiliator, dan $) isi anjuran.

Para pihak sudah memberikan

4) ;

i
1

3, Mediasi

Penyelesaian perselisiian melalui -

mediasi  meliputi penyelesaian |
perselisihan: a) hak, b) kepentingan, ¢) |

PHK. dan d) perselisihan antar SP/SB |

"dalam satu ‘perusahaan. Penyelesaian

*mielalui  mediasi

" ja\&éban secara tertylis kepada konsiliator -

yang isinya menyetujui/menolak anjuran

10 hari kerja setelah menerima anjuran '

" tertulis. Pihak yang tidak memberikan |

pendapatnya dianggap menolak anjuran

tertulis. Daiam hal para pihak menyetujui

L di

dilakukan
yang ditengahi

dengani
musyawarah oleh

ssorang/para konsiliator yang netral (Pasar - |

| tertulis dalam waktu selambat-lambatnya : 1 butir 11 UUPPHI)

Yang dimaksud dengan mediator
adalah pegawai instansi pemerintah yang ' | 5'

bidang  ketenagakerjaan  yang . 3

' memenuhi syarat-syarat sebagai mediator

" anjuran tertulis. dalam waktu selambat- | yang ditetapkan oleh Menteri untuk |

I tambatnya tiga hari kerja sejak anjuran ' bertugas melakukan  mediasi  dan N

sudah . §

dengan - I
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mempunyai  kewajiban

anjuran tertulis kepada para pihak yang

untuk

yang
kewenangannya (Pasal I butir 12 UUPPHI).

berselisih menyelesaikan

perselisihan menjadi
a. Tugas dan Wewenang
Apabila tidak ada kesepakatan
kedua belah pihak untuk menyelesaikan
perselisihannya melalui
konsiliasi/arbitrase, sebelum diajukan ke
HI,
hak,

diselesaikan melalui

Pengadilan atau  khusus
dahulu
Hal

menghindari

perselisihan terlebih

mediasi. ini
dimaksudkan untuk

menumpuknya perkara PHI di pengadilan
(Pasal 4 ayat (4) UUPPHI).
Dalam menjalankan tugasnya,

mediator  berkewajiban  untuk:
memanggil para pihak yang berselisih
untuk dapat didengar kelerangan yang
diperlukan, 2) mengatur dan memimpin
3)

bersama,

mediasi, membantu  membuat

perjanjian apabila tercapai
kesepakatan. 4) membuat anjuran secara
tidak

kesepakatan penyelesaian, 5) membuat

tertulis. apabila tercapai
risalah PPHI. 6) membuat laporan hasil
PPHI.

Dalam menjalankan kewajiban-

nya. mediator mempunyai kewenangan :

untuk :
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memberikan -

untuk

1)

1) menganjurkan kepada ;Jara
pihak yang

merundingkan terlebih dahulu dengan

berselisih, untuk
itikad baik, 2) meminta keterangan,
dokumen, dan surat-surat yang berikaitan
dengan perselisihan, 3) mendatangkan -
- saksi atau saksi ahli dalam mediasi
:apabila diperlukan, 4) membuka buku
' dan meminta surat-surat yang diperlukan
t dari para pihak dan instansi atau lembaga
terkait, dan 5) menerima atau menolak
wakil para pihak berselisih apabila
ternyata tidak memiliki surat kuasa
(Kepmenakertrans No. KEP-92/MEN /VI/2004).

' b. Proses Penyelesaian

di-
pihak
kepada

Penyelesaian  melalui  mediasi

laksanakan setelah  para

mencatatkan  perselisihannya
instansi ketenagakerjaan setempat, karena
tidak

perselisihannya melalui arbitrase atau . |

sepakat untuk menyelesaikan

atau karena
hak.

' penyelesaian melalui mediasi menjadi

" konsiliasi, menyangkut '

perselisihan Dengan demikian, |
wajib. Penyelesaian perselisihan melalui
mediasi dilakukan oleh mediator yang
berada di

| ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

setiap  kantor instansi

Dalam waktu selambat-lambatnya

'tujuh  hari kerja setelah menerima .




[ petimpahan  PPHI, mediator  sidah

" mengadakan penelitian tentang duduknya
| perkara. Dalam waktu paling lama 30 hari |
sejak  menerima

| kerja pelimpahan |

|. perselisihan, -harus sudah menyelesaikan

" Augasnya (Pusel 10 dan 15 UUPPHY).
setelah menerima -
berkas

mengambil

Segera
' pelimﬁahan perselisihan.

langkah
berikut: - l)j

melakukan penelitian berkas perselisihan, |

. mediator

- penyelesaian  sebagai
2) melakukan sidang mediasi paling -
* lambat tijuh hari kerja setelah menerima
_ pelimpahan tugas untuk menyelesaikan.
perselisihan, 3) memahggil para pihakj
| - secara tertulis untuk menghadiri sidang -
“ dengan  mempertimbangkan  waktu-
panggilan sehingga sidang mediasi dapat
- dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh-é
" hari kerja sejak :menerimé pelimpahan -
~tugas untuk menyelesaikan perselisiban,
" 4) melaksanakan sidang mediasi dengan
penyelesaian

mufakat,

mengupayakan s¢cara ;
5):

| mengeluarkan - anjuran secara tertulis

. musyawarah  untuk

- kepada para pihak apabila penyclcsaian_f
 tidak mencapai kesepakatan dalam waktu :
selambal<lambainya 10 hari kerja sejak -
- sidang mediasi pertama, 6) membantu °

| membuat perjanjian bersama (PB) secara !

itertulis apabila tercapai kesepakatan

penyelesaian. yang ditandatangani oleh - '
para pihak dan disaksikan oleh mediator, . '
7) memberitahu para pihak untuk

mendaftarkan  PB yané :
ditandatangani para pihak ke Pengadilan 11

_'telah :

'HI tempat dimana PB ditandatangani  §

akta

untuk bukti -

pendaftaran. dan 8) membuat risalah pada

mendapatkan

setiap PPHI.

| Apabila dalam proses mediasi ;
salah satu pihak atau para pihak ,
menggunakan jasa kuasa hukum, pihak

yang mengghnakan jasa kuasa hukum

~ tersehutsharus tetap hadir. Apabila para .

pihak telah dipanggil dengan memper-

timbangkan waktu penyelesaian ternyata

- pihak pemohen tidak hadir, permohonan

tersebut dihapus dari buku perselisihan,
Dalam hal para pihak telah !

dipanggi!

waktu.

dengan mempertimbangkan -
ternyata  pihak -
hadir.

anjuran

penyelesaian
tidak
mengeluarkan

termohon mediator
tertulis -
berdasarkan data yang ada.
Dalam menjalankan tugasnya, |
apabila  diperlukan, mediator dapat
melakukan koordinasi dengan pegawai - [|
pengawas ketenagakerjaan. 1

Untuk perselisihan yang diikuti " |

dengan ancaman pemogokan/penutupan . B

perusahaan, - instansi ketenagakerjaan ' |
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menerima

§ yang
| * pemogokan/ penutupan ‘perusahaan, atas

_.._ penunjukan kepala

|- ketenagakerjaan, ~ mediator

[ mempertemukan - para  pihak

|- hal  musyawarah

i* tercapai,  penyelesaian

dilanjutnya sebagai mana mestinya. -

| apabila ada. 4) pertimbangan hukum dan

| kesimpulan mediator. dan 3) isi anjuran.

" afjuran

yang ~ -harus  dirahasiakan  menurut

- permintaan pemberi  keterangan,

| anjuran  mediator cukup menyatakan

pemberttahuan’

instansi
segera.
. mengupayakan - penyelesaian den'gan 5
~untuk -
metakukan musyawarah agar tidak terjadi
pemogokan/penutupan perusahaan. D‘alam"_
untuk  mengheéntikan
: pémt)gokanfpenu-lupan perusahaan tidak -

perselisihan'
" Anjuran tertulis mediator ‘memuat: |)

keterangan pekerja/SP, - 2) kcte’ran'ga_n-*f'

pengusaha, 3) keterangan saksi/saksi ahty
Apabila - mediator dalam mengeluarkan
ada pertimbangan -keterangan °
dalam

~ kesimpulan berdasarkan keterangan yang

harus dirahasiakan -dalam-
:_ pertimbangannya.

| Apabila  para  pihak  tidak
| - menjawab -anjuran  secara - tertul‘is-.é

- dianggap menolak anjuran, -mediator
| mencatat dalam buku perselisihan bahwa .
i perselisihan “tidak dapet  diselesaikan

| metatui mediasi dan ‘melaporkan kepada

pejabat yang memberi penugasan, |} -
| - Apabila para pihak menyetujui
anjuran  dan - menyatakannya . secara
tertulis, mediator membantu pembuatan
PB - secaratertulis - selambat-lambatnya -
tiga hari kerja ' sejak -anjuran disetujui-
para pihak yang kemudian ditandatangani
oleh para ‘pihak dan mediator sebagai
saksi {Pdsaf 13 UUPPHI). .
¢.. Pemuanggilan Saksi
Mediator “dapat - memanggil - saksi/saksi

+ ghti"untuk: hadir dalam sidang mediasi

: guna --""-_’;*"-diminta . dan - " didengar
kd!?hn‘ﬁannya-: Siapa saja:yang diminta
: mediator

keterangannya - oleh: guna

penyelesaian PHI wajib memberikan

keterangan termasuk membukakan buku-

diperlukan, ‘antara fain buku ‘tentang

upah/surat perintah lembur. dan lain-lain

" mediator.

- Dalam- hal
yang dipériukan oleh mediator terkait
dengan seseorang yang karena jabatannya |
menjaga - kerahasiaan, -ditempuh - :
prosedur. - sebagaimana. diatur )
yang 1
itu, mediator wajib

peraturan  perundang-undarigan
berlaku.” Untuk
merahasiakan semua  keterangan yang: |

diminta. - :

20

dan -memperlihatkan surat-surat . yang |

yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk  J|

keterangan- | -

dalarn. |-



{ " lambatnya  tiga  hari

Contoh, dalam hal se;;eoran_g _memintéf
| keterangan tentang rekening milik pihak :
lain, akan dilayani .oleh pejabat  bank
. apabila telah ada izin  dari - Bank .
~ Indonesiasdari  pemilik rekening yang
._ bersangkutan, - sesuai dengan ketentuan -
UU Nomor 0 Tahun 1998 tentang '

| _e. Anjuran Tertulis
| Perbankan (Pasal 11 dan 12 UUPPHI). :

': d. -Penyelesaian Dengan Kesepakatan

- . Apabila  penyelesaian - dengan

f_ kesepakatan dapatl tercapai atau anjuran

|- hukum pihak-pihak mengadakan PB, guna
| mendapatkan akta bukti pendaftaran. PB

kerja . sejak

persetujuan .~ disepakati, -

-membantu para pihak membuat PB.
Apabila - PB  dimaksud tidak :

ditaksanakan oleh salah satu pihak. pihak

[ yang dirugikan dapat  mengajukan

- permohonan eksekusi kepada Pengadilan : menyelesaikan ~ perselisihan  mereka. -

| - HI di wilayah PB didaftar untuk mendapat : Anjuran dimaksud
| penctapan eksekusi. Dalam hal pemohon

" eksekusi berdomisili di luar wilayah '

- hukum Pengadilan HI tempat pendaftaran

‘tugasnya dalam  wakiu -

- menerima

“saran yang diusulkan oleh

disampaikan kepada para pibak.

PB, 'pe_mohon eksekusi dapat mengajuRan

permohonan eksekusi melalui Pengadilan

. H1 di wilayah domisili pemohon eksekusi

untuk diteruskan ke Pengadilan HI yang

berkompeten melaksanakan. eksekusi
(Pasal 13 UUPPHY).

- Mediator - menyelesaikan

lambatnya 30 hari ketja’ terhitung sejak |

pelimpahan  penyelesdian

: ) o ) ) - perselisihan. - Dalam  waktu  selambat-

| mediator diterima dan . disepakati oleh ; - o N

) R ' lambatnya ““tujuh  hari  kerja  setelah

- kedua belah - pihak, dibuat PB yang® . P '
L ' e . menieritha*  pelimpahan
- ditandatangani .oleh. para pihak dan' . .

¥ ... .. : i perselisihan, ~ mediator
. disaksikan oleh mediator, untuk kemudian -

 didaftar di Pengadilan HI di wilayah : -
- segera mengadakan sidang mediasi (Peses

penyelesaian
méngadakan

penelitian tentang duduknya perkara dan

19 dan 1S UUPPIHIEY.

- Apabila di dalam penyelesaian melalui - §

: sudah diselesaikan datam. waktu sclambat—_ mediasi,

- penyelesaian  PHI, mediator menidak-

mediator - apintinga  dengan

mengeluarkan

.anjuran  tertulis. Yang dimaksud

dengan  anjuran  adalah pendapat/

kepada para pihak - dalam - upaya

- selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak
sidang mediasi pertama sudah -
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selambat-

tidak -tercapai : kesepakatan

mediator *

dalam ' waktu |




Para

f miemberikan jawaban secara - tertulis

- kepada mediator, yang isinya menyetujui -

atau menolak anjuran  dalam waktu
selambat-fambatnya 10 hari kerja setelah
| menerima anjuran. Bagi pihak yang tidak

i memberikan pendapatnya -atas _anjuran

':dim_aksud, dianggap menolak tertulis.

Datam hat para pihak menyetujui anjuran,

[ dalam waktu selambat-tambatnya tiga hari

j_f-' kerja sejak anjuran disetujui. mediator
. membantu para pihak membuat PB untuk
ke_mu_(_lian didattar di Pcn_gadilan HI di
. wilayah hukum pihak-pihak mengadakan

[ PB  untuk mendapatkan akta bukti | _
. menindak lanjuti temuan dalam -inspeksi-

pendafaran (Pasat 13 ayar (1) dan (2) UUPPHI).
f. Pengajuan Gugatan
Pihak- yang menolak anjuran

tertulis, selanjutnya. dapat mengajukan

gugatan perselisihannya ke Pengadilan HI -
'  kebenaran,  diambil langkah berupa :

| setempal (Pasal 14 UUPPHI).

4. Penetepan Oleh Pegawai Pengawas
Khusus mengenai perselisihan
. hak. sebelum adanya UUPPHI, prakiek
[ yang berlangsung selama ini, pegawai

| pengawas 1elah ‘berperan membanty

penyelesaiannya.  Hal itw  dilakukan -
" sejalan dengan salah satu tugas pegawai

i pengawas adalah mengawasi berlakunya

| peraturan perundang-undangan ketenaga-

- pihak’  selanjutnya -

)

Kerjaan' (pesil 1 aar (1) i a 0 No. 3 Taban ||

1951 jo. UU Tabhun 1948 No. 23).

tantutan hak normatif dari pekerja dapat
terjadi - karena: a) pengaduan . dari |
pekerja/SP, - b)
ketiga/keluarga, atau c) sebagai temuan -

pengaduan - pihak

hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas - | '.

Ketenagakerjaan.

.+ Langkah :penyelesaian dilakukan - |

oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan

dengan -memanggil pengusaha atau |-

melakukan - pemeriksaan ke perusahaan

| unmg f.;.-mengccek_ -kebenaran. -atas . |
pengaduan- yang diterima, atau -untuk -

yang dilakukan terhadap perusahaan.
. Bila dari hasil pemeriksaan-

pegawai - . pengawas, - . lernyata

pengaduan/temuan- tersebut. mengandung - |

- tindakan pembinaan. dengan memberikan : fJ

nota pemeriksaan - kepada perusahaan, :

- sebagai peringatan agar - perusahaan B

segéra  melaksanakan kewajibannyai-.

membayar/memberikan  hak . normatif

pekerja. Apabila - tindakan pembinaan . | ;

terhadap pengusaha untuk meélaksanakan |

kewajiban normatifnya kepada -pekefja 3 .
tidak = diindahkan, pegawai pengawas ||

“kemudian menerbitkan penetapan hak '

22

Seperti  diketahui, - timbulnya - I




[ ‘dimaksud. untuk dilunasi/dipenuhi.
Sebetum adanya lembaga PPHL,
setelah  dikeluarkannya penetapan -oleh
‘pegawai pengawas, pekerja/SP/ahli waris
menuntut: haknya melalvi PN
P-4

pekerja,

setempat  atau  oleh  SP melalui

| Daecrah/Pusat.

Terhadap perusahaan yang tetap
| tidak melaksanakan peringatan  pegawai
pengawas, diambil tindakan represif non-
justista, yaitu tindakan penyelesaian di
‘luar lembaga - peradilan.  Tindakan itu
berupa perintah kepada  pengusaha untuk
membuat surat ‘pernyataan Kesanggupan-
_nja untuk membayar/memberikan hak-
hak yang
ditetapkan oleh pegawai pengawas.'dalam

normatif ~ pekerja telah
batas waktu yang ditentukan. Bila tetap
tidak dilaksanakan ofeh pengusaba, oleh
pegawai  pengawas  yang mempunyai

kewenangan scbagai  Penyidik  Pegawai
| Negeri Sipil (PPNS). dapat mengambil
tindakan represif pro-justisia, melakukan
penyidikan untuk diajukan ke pengadilan,
telah melakukan

karena  pengusaha

pétanggaran pidana terhadap ketentuan

hukum ketenagakerjaan,

Prosedur  seperti distas,  khusus
mengenai penyelesaian kecelakaan kerja
dan perhitungan upah lembur, telah diatur

tersendiri secara tegas dalam peraturan

perundang-undangan.
Dalam kasus kecelakaan kerja,
untuk

- pengusaha - berkewajiban

“metaporkan  setiap  kecelakaan yang
Iterjadi - dalam  tempat  kerja  yang |
dipimpinnya, kepada instansi
ketenagakerjaan. Kewajiban. melaporkan
kecelakaan kerja, berlaku  baik  bagi |
pengusaha yang (elah, maupun yang
- belum mengikutsenakan pekerjanya ke
. dalam program Jamsostek (UU No. 3
- Tahun 1992). Tata cara pelaporannya. - §
) pengusaha fi‘ielaporkan secara tertulis
setiap- kecelakaan yang terjadi dalam
waktu 2 x 24 jam terhitung sejak
- terjadinya _kecelakaan. Bagi pengusaha
" yang telah mengikutsertakan pekerjanya
- dalam Jamsostek, melaporkan kecelakaan
. kerja kepada instansi ketenagakerjaan dan
Badan Penyelenggara. Bagi pengusaha
yang belum mengikutsertakan pekerjanya
. daiam Jamsostek, melaporkan kecelakaan
- kepada instansi ketenagakerjaan setempat

(Pasal 11 avat (1) UU No | Tuhun 1970, Permenaker -
" No. Kep-05/Men/93 dan No, U3/MEN/98).

Apabila perbedaan -
pendapat  dalam

terjadi

penghitungan  JKK
~diantara pafa pihak peserta Jamsostek - §
!.'(Badan Penyelenggara/Pengusaha/tenaga |
- kerja), pegawai pengawas ketenagakerja-
_ an-menghitung kembali dan menetapkan ° |

- sesuai ketentuan undang-undang.
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*(2) PP No. 14 Tahun 1993, dan Permenaker No. Kep-
| 05/Mens93).

.upah lembur juga telah diatur tersendiri. -

Apabila terjadi perbedaan perhitungan - ' telah berlangsung upaya hukum semacam |
| ‘tentang besarnya upah  lembur, yang |
| ‘berwenang meneiapkan besarnya upah | Penelapan pegawai pengawas bersifat - |
lembur  adalah’ pegawai pengawas. | final, tidak perlu lagi ditempuh Jalan;_
‘pengawas !  perundingan (bipartit) dan penyelesaian | |

'. 'mehiinlé'penelépén ulang kepada pegawai - _
| pengawas  Provinsi. Untuk perbedaan - PEnggabungan  perselisihan,  seperti : §
PHK  yang  diikuti

| perhitungan upah lembur pada perusahaan ' perselisihan _
satu | | dengan . perselisihan  hak, . mediator

:-yang meliputi  lebih  dari
“kabupaten/kota,  yang  berwenang |
| i menetapkan besarnya upah lembur adalah | PEgaWai
“pegawai pengawas. Provinsi. Penetapan |
| pegawai pengawas Provinsi yang ditolak |  melakukan penyelidikan dan menetapkan
| “oleh salah satu pihak. dapat meminia = hak-hak normatif pekerja. seperti yangi

‘penctapan  ulang  kepada  pegawai sekarang ini telah berlangsung dalamf

| ‘pengawas pusat.

Penetapan  pegawai

| yang ditolak oleh salah satu pihak, dapat | ©lch penengah (mediator).
P Sefain  itu, apabila terdapat_.i

tldak sckedar berkoordinasi  dengan
pengawas, akan tetapi

| meminta - pegawai pengawas untuk

[ praktck
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[ Untuk penghitungan santunan kecelakaan ' Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan - |
i-kerja bagi yang bukan peserta Jamsostek. - tentang besarnya upah lembur -pada ‘|
| pegdawai pengawas meltakukan penetapan-é perusahaan yang meliputi lebih dari satu .|
| santunan kecelakaan kerjanya. Apabilzﬂj Provinsi. ‘yang berwenang menetapkan
y'penetapan pegawai pengawas ditolak oléh :;?-'be'samya upah lembur adalah pegawai
| ;_fpara - pihak  (Badan  Penyelenggara/ pengawas - pusat  (Kepmenakertrans No
| | Pengusaha/pekerja peserta - Jamsostek, | KEP.JOXMEN/ VI/2004) :
atau oleh Pengusaha/ pekerja, bagi yang Menurut _hemat penulis, ° |
bukan peserta  Jamsostek). penelap‘an" seyo;,yanya semua perselisihan  hak, . |
| ;bcfdnjlltl'lya dilakukan oleh Menteri (Pasal - penyelesaiannya ditakukan seperti kedua_.i_
| . 24 dyat (). (3) (9) UV No. 3 Tihun 1992, PSI 16 apor | ketentuan  diatas. .Setelah  adanya
. penetapat) - pegawai . pengawas, dapat . i
Mengcnal persclisihan hak atasllangsung di gugat ke Pengadilan HI,
“karena pada tingkat pegawai pengawas _ |

- banding.  Dengan  demikian, setelah |




" Dengan  demikian  kedudukan | cepat dan biaya ringan, dapat tercapai.
pegawai perigawas dalam * perselisiban:  ~*_Alasan tain dari pandangan diatas,
é-.-hak. tidak sebatas sebagai saksi ahli saja, : berdasarkan data, perselisihan hak adalah B
? akan tetapi merupakan lembaga yang perselisihan yang paling banyak terjadi.
| | berwenang menyelesaikan perselisihan Selain  itu, selama  penyelesaian ;
f ;_ha’k diluar pengadilan. ' : perselisihan hak. biasanya hub'ungari

- Bentuk penyelesaian seperti diatas, kerja masih tetap berlangsung, sehingga - |
| dalam prakiek sclama ini telah lama dengan cara yang demikian, ketenangan -
;berléﬁgsuhg. Apabila hal ini ditempuh, industrial dapat tetap terpelihara®****** '
: maka asas  bahwa :periyélesaian - '

| perselisihan harus dilakukan secara adil. ' Selamat membaca.
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